
(a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi tentang
Penerbangan Sipil Internasional yang ditandatangani
di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944 dan
mencakup setiap lampiran yang disetujui berdasarkan
pasal 90 Konvensi, dan setiap perubahan dari
lampiran-lampiran atau Konvensi berdasarkan Pasal­
Pasal 90 dan 94 dari Konvensi tersebut, sepanjang
lampiran-Iampiran dan perubahan itu telah
diberlakukan oleh kedua Pihak yang mengikat
perjanjian;

1. Untuk maksud persetujuan ini; kecuali di tentukan lain;

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasa1 1

Telah menyetujui sebagai berikut

Berhasrat untuk membuat Persetujuan berdasarkan Konvensi
tersebut, untuk menyelenggarakan dinas-dinas penerbangan
berjadwal antara dan di Iuar wilayah Republik Indonesia dan
Romania.

Internasional
pada tanggal

Sebagai peserta Konvensi Pener~angan Sipil
yang terbuka untuk ditanda tangani di Chicago
tujui,Desember 194.4;

Pemerintah Reoublik Indonesia dan Pemerintah ~omania
dalam Persetujuan ini disebut sebagai Pihak-Pihak Berjanji;

OINAS-DINAS PENER8ANGAN 8ERJADWAL

mengenai

PEMERINTAH ROMANIA

dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

antara

PERSETUJUAN

I
L

r-.
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yang dibuat
Persetujuan

Istilah HRute Terperinci" adalah rute
atau yang ditetapkan di dalam Anne~ dari
ini;

(i)

(h) Istilah "Tarif" berarti harga yang harus dibayarkan
untUk pengangkutan penumpang, bagasi serta muatan dan
persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga
ini, termasuk kom1si dan pembayaran tambahan lainnya
untuk agen atau penjualan dokumen-dokumen
pengangkutan, tetapi tidak termasuk pembayaran atau
syarat-syarat untuk angkutan pos.

(g) Isti lah "Pengangkutan Udara" adalah mengangkut
penumpang, kargo dan surat, baik secara bersama-sama
maupun terpisah;

(f) Istilah "Kapasitas" dalam kaitannya dengan pesawat
terban~ adalah daya angkut pesawat yang tersedia pada
suatu rute atau bagian dari suatu rute;

Istilah "Dinas Penerbangan" "Dinas Penerbangan
Internasional" , "Perusahaan Penerbangan" dan
"8erhenti dengan tujuan bukan untuk Angkutan",
masing-masing mempunyai pengertian sebagaimana telah
dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi;

(e)~I

(d) Istilah "Wilayah" berarti, dalam hal Indonesia adalan
wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan
didalam ketentuan hukumnya sesuai dengan prinsio
per~iran kepulauan. dimana kedaulatan Republik
Indonesia berada di atas, mempunyai hak berdaulat
atau yurfsdiksi sesuai ketentuan hukum intern~sional.
dan dalam hal Romania, adalah wilayah Romania
sebagaimana dirumuskan dalam hukum nasionalnya.

(c) Isti 1ah "Perusahaan Penerbangan yang oitunjuk"
berarti, sebuah perusahaan penerbangan yang telan
ditunjuk sesuai dengan pasal 3 persetujuan 1ni;

(b) Istilah "Pejabat-Pejabat Penerbangan" berarti, dalam
hal Pemerintah Indonesia adalah Menteri Perhubungan
dan dalam hal Pemerintah Romania, . Menteri
Transportasi. Deoartemen Penerbangan 51p1l, atau
dalam hal kedua-duanya, set~ap orang atau badan yang
ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas yang
dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut.
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2. Judul-Judul PGda setiap pasal dalam Persetujuan ini
me,..-upakan suatu rangkuman penge,..-tian tertentu tanpa
mengurangi atau membatasi maksud dan l:ujuan da,..-i
Per-setujuan Ln I ,

(1) lstilah "Anne)(", yang dimaksud adalah Annex da,..-i
Pe,..-setujuan ini maupun perubahannya sesuai dengan
pasal 19 da,..-iPe,..-setujuanini. Annex meruoakan bagian
yang tid~k terpisahkan da,..-iPersetujuan ini dan semua
kete,..-angandalam Persetujuan ha,..-usmemuat kete,..-angan­
kete,..-angandalam Annex kecuali ditentukan lain.

(k) Isti 1ah "Pe,..-setujuan" , yang dimaksud ada 1ah
Pe,..-setujuan ini maupun setiap perubahannya
sesuai dengan pasal 19 da,..-iPel""setujuan inl;

(j) Istilah "Kesepakatan Pene,..-bangan" adalah d_inas-dinas
pene,..-bangan inte,..-nasional yang dilaksanakan pada
rute-rute te,..-pe,..-incisesuai ketentuan-ketentuan di
dalam Persetujuan ini; dan
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Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk berdasarkan
ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini daoat
setiap waktu memulai operasi dinas-dinas penerbangan,
dengan syarat bahwa kapasitas yang telah ditentukan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasa) 5 Persetujuan
ini, jadwalnya telah disetujui sebagaimana Pasal 7
Persetujuan dan tarif yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan-~etentuan Pasa! 8 Persetujuan 1n1 telah
berlaku sehubungan dengan operasi dinas-dinas
penerbangan tersebut.

( 5 1

(4) Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak
untUk menolak i2in operasi sepe~ti disebut dalam ayat
(2) Pasal ini, atau menentukan beberapa syarat yang
dianggap dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang
diperinci dalam Pasal (2) Persetujuan ini, jika Pihak
tersebut tidak mempunyai bukti bahwa pemilikan mutlak
dan pengawasan atas perusahaan penerbangan tersebut
berada dalam tangan Pihak lain yang menunjuk perusahaan
penerbangan itu atau dalam tangan wa~ga negaranya.

Perusahaan pene~bangan yang ditunjuk oleh salah satu
Pihak yang mengikat Perjanjian dapat diminta untuk
membuktikan bahwa dia mampu memenuh1 persyaratan­
persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang
dan pe~atu~an-peratu~an yang lazim dan sewajarnya
dilaksanakan dalam d~nas-dinas pene~bangan internasional
oleh Pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Konvensi.

(3 )I'il
Il
:
I
I

(2) Setelah menerima penunjukan tersebut, Pihak lainnya
sesuai ketentuan-ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal ini,
tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang
diperlukan kepada pe~usahaan penerbangan yang telah
ditunJuk.

berhak
Pihak
untuk
telah

(1) Masing-masing Pihak yang mengikat Pe~janjian
dengan membe~itahukan seca~a te~tulis kepada
lainnya, menunjuk sebuah Pe~usahaan Penerbangan
menyelengga~akan oinas-dinas pene~bangan yang
disetujui pada rute-rute yang ditetapkan.

"

r

PENUNJUKAN PERUSAHAAN PENERBANGAN

Pasal 3

--,- -- ---- - - ,-- .-~
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Terhadap pergantian tersebut harus diberitahukan secara
tertulis keoada Pejabat-Pejabat Penerbangan dari Pihak­
Pihak 8erjanji lainnya. Perusahaan Penerbangan yang baru
ditunjuk mempunyai hak dan kewajiban yang sama
sebagaimana yang dinikmati oleh Perusahaan Penerbangan
yang digantikan.

Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak,
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak
lainnya, untuk mencabut penunjukan terhadap suatu
perusahaan penerbangan tertentu dan menunjuk perusahaan
pen~.rbanganyang lain.

(6 )
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(2) Kecuali apabila perlu segera diambil tindakan-tindakan
pembatalan untuk mencegah pelanggaran hukum atau
peraturan maka hak-hak penangguhan atau pengenaan dari
syarat-syarat yang disebut dalam ayat (1) Pasal ini
hanya akan dilaksanakan setelah dilakukan konsultasi
dengan Pihak yang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 16
Persetujuan ini.

(c) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak
mampu beroperasi sesuai dengan persyaratan­
persyaratan yang ditentukan dalam Persetujuan ini.

(b) dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak
mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang­
undang atau peraturan-peraturan dari Pihak lain
yang memberikan hak-hak tersebut; atau

!

!
I
I

dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak
dapat membuktikan bahwa bagian mutlak dari
pemilikan dan pengawasan langsung atas perusanaan
penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak lain
yang menunjuk perusahaan penerbangan terseout atau
dalam tangan warga negaranya; atau

(a)

I
Masing-masing Pihak yang mengikat Perjanjian berhak
untuk mencabut izin operasi atau menunda pelaksanaan
hak-hak oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak
lainnya seperti diperinci dalam Pasal 2 PersetuJuan
ini, atau menentukan beberapa syarat yang dianggap
perlu untuk pelaksanaan hak-hak tersebut

(1)

!

I
I

PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN [ZIN OPERAS I

'\

Pasal 4

--~ ~

I

I
'--l

I

I
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permintaan akan angkutan dalam wilayah yang
dilewati oleh dinas-dinas penerbangan, setelah
mempertimbangkan kepentlngan dinas-dinas
penerbangan lokal dan reglonal; dan

( b)I

(a) permintaan akan angkutan ke dan dari wilayah salah
satu Pihak 8erjanji yang menunjuk perusahaan
penerbangan tersebut;

Hak yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang
ditunjuk untuk melakukan lalu lintas angkutan antara
tempat-tempat pada rute-rute terperinci di wilayah salah
satu Pihak Berjanji dan tempat-tempat pada rute-rute
terperinci di wilayah negara ketiga akan dilakukan
berdasarkan prlnsip-prinsip umum oengan ketentuan bahwa
kapasitas akan disesuaikan dengan :

( 5)

Penyediaan Dinas-Dinas Penerbangan oleh Perusahaan
Penerbangan oleh satu Pihak 8erjanji harus benar-benar
di lakukan berdasarkan pertimbangan load factor yang
wajar, daya angkut yang tersedia untuk menampung
permintaan akan angkutan ke dan dari wilayah Pihak-Pihak
8erjanj1.

( 4)

'-' II
I!
II
I
I

I

(3) Kapasitas pad~ setiap rute terperinci yang oisediakan
oleh Perusahaan Penerbangan Pihak Berjanji satu dengan
Pihak Berjanji lainnya harus ditentukan bersama - sama
berdasarkan kebutuhan masyarakat atas angkutan uddra
pada rute tersebut.

II

Didalam penyelengqaraan dinas - dinas penerbangan,
perusahaan yang ditunjuk masing-masing Pihak Berjanji
akan memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan
penerbangan dari Pihak lainnya sedemikian rupa sehingga
tidak mempengaruhi dinas-dinas penerbangan dari
perusahaan penerbangan Pihak lain, untUk seluruh atau
sebagian dari rute-rute yang sama.

(2)

(1) Perusahaan Penerbanqan yang ditunjuk oleh Pihak-Pihak
Serjanji akan menikmaci kesempatan yang sama dan adil
dalam melaksanakan dinas-dinas penerbangan yang
disetujui pada rute-ruce terperinci.

PEDOMAN PELAKSANAAN DINAS-DINAS PENERBANGAN

Pasa 1 5

,~--
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Kapasitas yang disediakan pada rute-rute terperinei akan
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua
perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak-Pihak
Berjanji.dan disetujui oleh Pejabat-Pejabat Penerbangan
Pihak-Pihak Berjanji. Setiap penambahan kapasitas harus
berdasarkan kesepakatan antara kedua perusahaan
penerbangan yang ditunjuk dan disetujui oleh Pejabat­
Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak berjanji. Terhadap
penundaan kesepakatan tersebut, tetap berlaku ketentuan
kapasitas yang telah dilaksanakan.

(6 )

(e) persyaratan-persyaratan untuk operasi dinas-dinas
penerbangan lanjutan.
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Para pejabat penerbangan salah satu Pihak Berjanji akan
memberikan kepada para pejabat penerbangan dari Pihak lainnya
atas permintaannya akan dokumen-dokumen atau lain-lain data
tentang statistik yang layak diperlukan untuk maksud meninjau
kemampuan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak­
Pihak 8erjanji dalam rangka pelaksanaan d~nas - dinas
penerbangan.

PERTUKARAN DATA STATISTIK

Pasal 6
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Jadwai-jadwal pene~bangan termasuk frekuensi pene~bangan.
hari-hari ope~asi, jenls-jenis pelayanan dan jenis-jenis
pesawat te~bang yang digunakan oleh pe~usahaan penerbangan
yang ditunjuk Pihak-Pihak Eerjanji harus dimintakan
pe~setujuan da~i Pejabat-Pejabat Peneroangan salah satu Pihak
Berjanji dalam waktu enam puluh (60) hari sebelum ha~i
pelaksanaan dinas-dinas pene~bangan. Tata ca~a yang sama
juga dite~apkan dalam hal te~jad~ perubahan dan jangka waktu
enam puluh (60) ha~l dapat dirubah berdasa~kan kesepakatan
Pejabat-Pejabat Pene~bangan Pihak-Pihak Be~Janji.

PERSETUJUAN ATAS JADWAL PENERBANGAN

Pasal ;
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(4) Persetujuan tersebut dapat diberikan secara jelas.
Apabila salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian tidak
mengajukan ketidaksetujuan dalam jangka waktu tiga puluh
(30) hari sejak tanggal disampaikannya tari1 tersebut,
maka sesuai dengan ayat (3) Pasal ini tari1 dianggap
telah disetujui. Dalam hal penetapan jangka waktunya
dipersingkat, sebagaimana maksud ayat (3), maka para
Pejabat Penerbangan Pihak 8erjanji harus mengajukan
ketidaksetujuannya untuk mengurangi jangka waktu
tersebut. Suatu tarif tidak berlaku apab~la Pejabat­
Pejabat Penerbangan Pihak 8erjanji memberitahukan secara
tertulis ketidaksetujuannya.

Tarit yang telah disetujui tersebut akan disampa~kan
untuk memperoleh perset.ujuan dari Pejabat-Pejabat
Penerbangan Pihak-Pihak 8erjanji sekurang-kurangnya enam
puluh (60) harl sebelum diberlakukan pada ~anggal yang
diajukan. Dalam hal-hal tertentu jangki waktu ini ~apat
dipersingkat, tergantung kepada kesepakatan dari masing­
masing Pejabat Penerbangan.

(3)

kesepakatan
oleh Pihak-

Tari1 yang dikenakan ditetapkan berdasarkan
dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk
Pihak Berjanji.

(2)

(1) Tari1 yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan dari
Pihak-Pihak Berjanji dalam rangka pelaksanaan dinas­
dinas penerbangan dalam Persetujuan ini akan ditetapkan
pada tarat yang wajar, dengan memperhatikan sewaJarnya
seluruh unsur-unsur yang berkaitan, termasuk kepentingan
pengguna jasa, bea-bea komisi, si1at dari setiap
pelayanan, tingkat-tingkat komisi, keuntungan yang
wajar, tari1 dari perusahaan lainnya dan pertimbangan­
pertimbangan komersial lainnya dalam pasar.

PENENTUAN TARrF

Pasal 8
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Tari1 yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan­
ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampa.l
masa berlakunya habis atau, jika ada, sampa.l
ditetapkannya suatu tarif baru.
Masa' oerlakunya tarif yang telah ditetapkan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan anta,-a Pejabat­
Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak 8erJanji. Meskipun
demikian, masa berlakunya suatu tarif dapat diperpanjang
tidak lebih dari dua belas (12) bulan setelah masa
berlakunya akan habis.

(7)

(6) Apabila pejabat-pejabat penerbangan dari masing-masing
pihak yang mengikat perjanjian tidak dapat menetapkan
suatu tarif sesuai dengan ayat 5 Pasal ini. maka
sengketa ini diselesaikan berdasa,-kan ketentuan­
ketentuan yang diatu,-dalam Pasal 17 Persetujuan ini.

(5) Apabila suatu tarLf tidak daoat dis<?tl.•.iua, be,-dasa,-kan
ayat 2 Pasal ini, atau jika selama jangka waktu yang
ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini pembe'-.ltahuanseca,-a
tertulis tentang ketidaksetujuan dise,-ahkan, Pejabat­
Pejabat Penerbangan Pihak-Pihak 8erjanji akan be,-usaha
untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan bersama.

r-----

.1
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(e) persediaan pesawat terbang yang dimasukan ke dalam
pesawat dalam wilayah suatu Pihak 8erjanji dalam
batas-batas yang ditetapkan oleh yang berwenang
dari Pihak 8erjanji tersebut, dan dimaksudkan untuk

(b) suku cadang dan perlengkapan pesawat terbang yang
dimasukkan ke dalam wilayah salah satu Pihak
8erjanji untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat
terbang yang dipergunakan oleh perusahan
penerbangan yang ditunjuk dalam rangka
penyelenggaraan dinas-dinas penerbangan
internasionalj

(a) bahan bakar dan minyak pelumas yang dipergu~akan
bagi pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas­
dinas penerbangan internasional yang dimuat dalam
pesawat di dalam wilayah satu Pihak 8erjanji,
meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut
digunakan sebagai bagian dari penerbangan di a~as
wilayah Pihak Berjanji lainnya dimana persediaan
ini telah dimuatj

r
(2) Akan dibebaskan ~uga dar1, pajak-pajak, biaya-biaya dan

pungutan-pungutan yang sama, dengan pengecualian biaya
pelayanan yang dikenakan terhadap dinas-dinas
penerbangan, seperti

(l) Pesawat terbang yang beroperasi dalam dinas-dinas
penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan
yang ·~itunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji termasuk
perlengkapan biasa, persediaan bahan bakar, minyak
pelumas dan perlengkapan pesawat, termasuk makanan,
minuman dan tembakau dan barang-barang yang d~jual
kepada penumpang selama penerbangan, yang dibawa dalam
pesawat terbang akan dibebaskan dari semua bea, biaya
pemeriksaan dan kewajiban-kewajiban lain dan biaya­
biaya pad~ waktu mendarat di wilayah Pihak lainnya
dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut
tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang
tersebut di bawa keluar wi1ayah.

PEM8E8ASAN DARJ 8EA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN

Pasal 9

- -
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(3) Perlengkapan pesawat biasa, demikian pula bahan-bahan
dan persediaan yang berada di dalam pesawat terbang yang
digunakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari
salah satu Pihak Berjanji boleh diturunkan dalam
wilayah Pihak lainnya, hanya jika ada izin dari Pejabat­
Pejabat Bea dan Cukai negara yang bersangkutan. Oalam
hal sepert1 ltu, barang-barang tersebut diletakkan dalam
pengawasan pejabat-pejabat tersebut ~ampai dikeluarkan
lagi atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Bea dan Cukai.

8arang-barang yang disebut di dalam butir (a), (bl dan
(cl di atas daoat dim1nta untuk disimpan di bawah
penguasaan dan pengawasan oihak Bea dan Cukai.

(d) Kargo dan bagasi dalam hal tranS1t langsung.

dinas­
yang
yang

dipergunakan di atas pesawat terbang dalam
dinas penerbangan internasional
diselenggarakan oleh oerusahaan-perusahaan
ditunJukj

--~
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(3) Penetapan lokasi Kantor dan penempatan tenaga-tenaga
kerja sebagaimana disebut dalam ayat 1 Pasal ini harus
tunduk pada Undang-Undang dan peraturan negara Pihak
Serjanji bersangkutan, seperti Undang-Undang dan
peraturan-peraturan yang mengatur tentang 1J1n masuk
orang asing dan ijin tinggal mereka di dalam wilayah
negara Pihak Serjanji bersangkutan. Meskipun demikian,
tenaga-tenaga yang dipekerJakan sebagaimana disebut
dalam ayat 1 Pasal in1 tidak diperlukan ijin kerja.

(2) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh setiap Pihak­
Pihak Berjanji mempunyai hak untuk mengeluarkan dokumen­
dokumen angkutan udaranya sendiri untuk disebarluaskan
dan diiklankan dan dijual di dalam wilayah salah satu
Pihak Berjanji lainnya. •
Penjualan sebagaimana tersebut di atas dilakukan, baik
secara Iangsung oleh Kantor pemesarannya atau penjualan
melalui biro jasa dan/atau agen-agen perjalanan, kepada
setiap orang, organisasi atau badan, harus tunduk pada
Undang-Undang dan pe ra turan+pe ra tu r-an yang berlaku di
dalam wilayah negara Pihak 8erjanji yang bersangkutan.

(1) Setiap Pihak-Pihak Serjanji memberikan kepada perusahaan
penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Berjanji
lainnya, berdasarkan asas timbal balik, hak untuk
menentukan Kantor dan mempekerjakan tenaga-tenaga
komersial, teknik, operasional dan administratif di
dalam wilayahnya, sesuai kebutuhan perusahaan
penerbangan yang ditunjuk tersebut.

PERWAKILAN

Pasa 1 10
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Keuntungan dari pend~patan sebagai hasil dari
pengoperasian pesawat terbang berkenaan dengan lalu
!ir.tas angkutan in t ernaa i on eI dan bar"'.;g-barang
bergerak, yang digunakan untuk mengoperasikan pesawat
terbang tidak dapat dikenakan pajak kecuali jika kantor
pusat atau tempat tinggal tetap pemilik perusahaan
penerbangan tersebut berada di wilayah negara yar.g
bersangkutan.

(3 )

(2) Pengalihan tersebut harus berdasarkan ketentuan-ketentuan
yang diatur daJam'suatu persetujuan khusus antara Pihak­
Pihak 8erjanji.

!

Setiap Pihak-Pihak Berjanji member~kan kepada
perusahaan penerbangan yang aitunjuk oJeh salah satu
Pihak Berjanji hak untuk mengalihkan secara bebas
kelebihan pendapatannya, pendapatannya ke oalam wilayah
negaranya sehubungan dengan pengangkutan penumpang,
bagasi, kargo dan pas.

(1)

PENGALIHAN PENDAPATAN

11Pasal

II

- -

II
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II

Setiap pungutan yang dikenakan atau boleh dikenakan atas
penggunakan fasilitas banda~ uda~a dan navigasi uda~a di dalam
wilayah Romania dan wilayah Republik Indonesla, akan dikenakan
be~dasa~kan atas ta~if ~esmi yang ditetapkan oleh Undang­
Undang atau Pe~atu~an-Pe~atu~an lainnya yang be~laku di kedua
negara be~sangkutan dan dikenakan kepada setiap pesawat
te~bang milik pe~usahaan pene~bangan aSing yang be~ope~asi
dalam dinas-dinas penerbangan internasional yang sama.

PUNGUTAN-PUNGUTAN DAN SEJEN1SNYA 01 8ANOAR UDARA

Pasa 1 12
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(2) Meskipun demikian, masing-masing Pihak 8erjanji berhak
pula untUk tidak mengakui berlakunya surat-surat
keterangan kecakapan maup;Jn i2in-i2in yang cIberakan
pada warga negaranya oleh Pihak 8erjanji lainnya atau
negara lain untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas
wilayatnya.

(1) Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakaoan
dan izin-i2in yang dikeluarkan atau yang dinyatakan
berlaku oleh salah satu Pihak Berjanji dan masih
berlaku, akan diakui oleh Pihak 8erjanji lainnya untuk
tujuan penyelenggaraan operasi penerbangan pada rULe­
rute dan pelayanan sebagaimana diatur dalam Persetujuan
in1, dengan syarat bahwa semua ketentuan yang berkaitan
dengan keterangan dan izin-izin yang dikeluarkan atau
yang dinyatakan berlaku adalah sama atau di atas standar
minimum yang oitetapkan sesuai ketentuan Konvensi.

PENGAKUAN ATAS SURAT-SURAT KETERANGAN DAN IZIN-IZIN

Pasa 1 13
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(3) Jalur-jalur penerbangan dan tempat-tempat untuk lintas
wilayah di atas wilayah Romania dan Republik Indonesia
sebagaimana ditetapkan dalam rute-rute terperinci yang
tercantum di dalam Annex Persetujuan ini, mengenai
wilayahnya akan ditetapkan secara sendiri-sendiri oleh
masing-masing negara.

-

Hukum dan Peraturan-Peraturan salah satu Pihak Berjanji
yang menga:ur ~entang ijln masuk, ijin tinggal. transit
atau keluar dar! wilayahnya berlaku terhadap penumpang,
awak pesawat, bagasi, kargo atau pos. termasuk juga
peraturan mengenai masuk, clearance, imigrasi, emigrLsi.
passport, bea cukai " keuangan dan kerarrtarra harus
dipenuhi oleh atau atas nama penwmpang, awak pesawat.
bagasi, kargo atau pos yang diangkut oleh pesawat
terbang dari salah satu Pihak Berjanji berlaku apabila
akan maSUK ke atau keluar dari atau pada saat berada dl
wllayah P:~ak :erjanjl Pertama.

(2 )

(1) Hukum dan ?eraturan-Peraturan yang mengatur tentang iJin
masuk, iJ1n tinggal atau ljin keluar wilayah dari salah
satu Pihak Ber)anji berkenaan dengan penggunaan pesawat
terbang untu~ navigasi udara lnternaslonal atau
pengopraslan oesawat terbang di dalam wllayah negara
bersangkutan, akan diterapkan kepada pesawat terbang
milik perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah
satu Pihak Eerjanji dan terhadap pesawat terbang
tersebut .apabila akan masuk ataw keluar wilayah dan
selama berada di dalam wilayah Pihak BerjaJi pertama
harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

?ENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN-PERATURAN

Pasal 14
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(2) Dalam hal ~lsepakatlnya suatu Konven~l multilateral yang
menyangkut angKutan uaara dimana para Plhak 3erjanji
sarna-sarna terikat oi dalamnya, Persetujuan ini akan
dirubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-~etentuan
Konvensi :erseout.

(1) SeDanJ~ng at~~an-aruran dalam Konvensl :ersebut
oer~a~tan de~gan o~n3s-dinas penerbangan yang
dlte~aok2n aalam ?ersecuJ~an ini, aturan-aturan dalam
~onvensi akan diang~ap berlaku dalam Persetujuan
lang dib~at cleh Pihak-~ihak 3erjanji seoanjang masa
~erla~unya ~ersetujuan tersebut, seolah-olan merupakan
suatu baSlan lang tak terpisahkan darl Persetu)uan
tersebut~ Aoabl1a Pihak-olhak Berjanjl mer3Lifikasi
setiao perubahan Konvens~ yang akan berJaku sebagaimana
mest:nya, ~alam nal oe~lklan, perubahan Konvensl
tersebut akan oianggap berlaku selama masa berlakunya
Persetujuan in:.

PENERAP~rJ KONVENSI UDARA MULT1LATERAL

PdS~~ 15
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dapa t memin ta
interpre~asl,
kepada Pihak

Setiap Pihak-Pihak 8erjanji sewaktu-waktu
diadakannya kansultasi berkenaan dengan
penerapan atau perubahan Persetujuan ini
8erjanji lainnya.

(2 )

(1) Dalam semangat kerjasama yang erat. para Pejabat
Penerbangan Pihak-Pihak Berjanji akan berkansul:asi dari
waktu ke wak~u un~uk memantapkan peJaksanaan dan
penerapan aturan-aturan dalam Persetujuan ini, sehingga
memuaskan kedua belah Pihak.

K 0 N S U L T A 5 I

Pasal 16
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Setiap perselisihan se~ubungan dengan interoretaSl atau
penerapan aturan-aturan dalam Persetujuan 1ni akan di
selesaikan rnelalui ~erunOlngan langsung an~ara para Pejabat
Penerbangan Plhak-Pihak Berjanji. Dalam hal para PeJabat­
Pejabat Penerbangan gagal untuk mencapal suatu persetujuan,
Pihak-Pihak Berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan
sengketa tersebut melalul saluran-saluran diplomatik.

p~NYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17



(3) Pihak-Pihak 2erjanji akan, dalam hubungan bersama
mereka, bert!ndak SeSU8! dengan ketentuan-~etentuan
keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organ1sasi
Penerbangan S!pil Internasional dan ditunjuk sebagal
Lamoiran-Lamo:ran dari Konvensi Penerbangan 51011
Internasional sepanJang ~etentuan-~e~entuan keamanan
tersebut ber:aku kepada Pihak-Pihak Berjanjij mereka
akan meminta bahwa operator oesawat yang terda1tar
ditempat mere~a atau operator pesawat yang mempunyai
pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap oi dalam
wilayah mere~a bertindak sesuai dengan kecentuan­
ketentuan keamanan penerbangan tersebut.

(2) Pihak-Plhak =erJanji akan menyed1akan atas perm1ntaan
semua bantuar yang diperlukan sacu sama la1n untuk
mencegah t:rdakan melawan hukum lalnya terhadap
keselamatan pesawat terseout. para penumpangnya dan awak
pesawac, banoar udara dan fa5iiitas navigasi udara dan
set~aD ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan
5ipi1.

25

(1) Sesuai dengar hak dan kewajlbannva berdasarkan hukum
lnterndSlonal, Plhak-Plhak 8er)anJi sepakat bahwa
kewajiban mereKa satu ternadap lainnya untuk meltnoungi
keamanan pene~~angan slpii menghadaPl tindakan-tlndakan
melawan huk~~ merupakan ~aqlan yang cldak terplsanKan
dari Perse:~Juan ini. Tanpa membatasl nak dan
kewajiban ~e-eka pada umumnya berdasarkan hukum
internaslona:. Pihak-PihaK BerJanJi akan oalam tlndakan
u tama se.sua! ::engan ke ter tuan-xe r:.enLUdn dar 1 Konvensl
mengena1 Keja~atan aan Tincakan-T1nOdkan lainnya d1 atas
Pesawat Teroang yang oltandat3ngan1 d1 TOKyo pada
tangga1 14 September 1963, Konvensl mengenai Tindakan
melawan Hukum di da1am Pesawat Terbang yang
di~andatanqan: di The Hague pada tanggal 16 Desember
1970 dan Kcnvens1 menqani Tindakan me1dwan Hukum
terhadao Kearnanan Penerbangan Sipi1 yang ditandatangani
di Montreal pada tanggal 23 September 1971, dan Konvensi
1alnnya berkenaan dengan keamanan penerbangan dimana
Pihak 8erJ~nJL akan menjaol anggota.

<EAMANAN PENER8ANGAN

Pasa 1 .:.8
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01eh sebab itu maslng-masing Pihak Ber)anji akan memberi
naslhat kepac~ Plhak Berjanji lalnnya se~iao perbedaan
an tara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek­
~raktek dan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan.
Salah satu ?ihak BerJan)l daoat memlnta dladakannya
kDnsultasi dengan Pihak 8erJanjl lalnnya setiap saat
untuk memblcSrakan setiap oerbedaan-perbedaan tersebut.

(7)

tindakan
lainnya
tahan.
untuk

leeas.
diambll
bersama

terbang yang sedang berada di bawah ~ncaman
m~lawan hukum atau tindakan melawan hukum
yang mendar3t di wilayah negara tersebut di
~ecuali atas dasar pertimbangan kewaJlban
melindungi jiwa manusia, pesawat tersebut di
Aoabila diperlukan, tindakan-t1ndakan yang akan
tersebut dilakukan atas dasar persetujuan
mereka.

(6) Setlap Pihak-Pihak Berjanji akan mengambil tindakan­
tindakan, sesegera mungkln, untuk menjamin bahwa pesawat

(:.)- Aoabila terJad1 suatu insiden atau ancaman darl. suatu
tlndakan melawan hukum 01 dalam pesawat terbang atau
~:ndakan melawan hukum yang keselamatan pesawat terbang,
penumpang dan awak pesawatnya. atau bandar uaara a~au
$asllitas navigasi udara, Pihak 8erjanJi akan sali,g
membantu dengan menyediakan joringan komunlkasi dan
tlndakan yang layak lainnya untuk mencegan dengan ceoat
~ejadian atau ancaman tersebu~.

(4) Maslng-masing Pihak e~rjanji sepakat bahwa operator
oesawat terbang tersebut oaeae diminta untuk mengamati
~etentuan-ketentuan keamanan peneroangan oengan menunJuk
keoada ayat 3 di atas yang dlminta oleh ?ihak 8er)anJi
lalnnya unt~~ memasuki, berangkat dari atau sementara
berada di dalam wilayah Pihak berJanji lalnnya.
Masing-masln~ Pihak 8er]anji akan menjamln cahwa
::ndakan 1ang tecat sangat efektif untuk diterapkan di
~alam wllayan mereka untuk mellndungl pesawat dan untuk
memerlksa para cenumpang, awak pesawat, barang-barang
cangklngan, bagasl, kargo dan oeralatan pesawat seoelum
dan selama berada dalam pesawat atau dikeluarkan.
~aslng-masing Plhak 8erjanjl akan selalu memberlkan
pertimba~gan yang simpatl untuk setiap cermlntaan dari
Pihak 8erjan]1 la i rmv a untuk mengamoil t i no ekerv+tarioak an
keamanan khusus yang layak untuk daeat menjawab ancaman
tersebut.
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Pelaksanaan negosiasi sehubungan dengan perubahan
Persetujuan yang ada atau terhadap Annexnya dimulai
calam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal
diterimanya permohonan tersebut. kecuali kedua belah
Pihak setuju untuk memperpanjang Jangka waktunya .

(3)

(2) Annex di dalam Persetujuan ini dapat dirubah melalui
kesepakatan langsung antara para Pe~3bat Penerbangan
Pihak-Pihak Berjanji dan akan di~u~uhkan melalui
pertukaran surat.

(1) Persetujuan ini dapat dirubah berdasarkan kesepakatan
bersama antara Pihak-Pihak 8erjanji. Untuk maksud
ini, masing-masing Pihak 8er j an J i akan mene 1aah dengan
cerma~ setiap usulan yang diajukan oleh Pihak Berjanji
lainnya. Setiap perubahan yang telah disetujui akan
berlaku apabila telah ada pemberitahuan secara tertulis
dlantara Pihak-Pihak 8erjanji melalui saluran-saluran
diplomatik dan persayaratan-persyaratan yang menyangkut
ketentuan-ketentuan tentang sah masa ~erlakunya suatu
perjanjian internasional telah dipenuhi.

PER U 8 A HAN

Pasal 19
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Persetujuan ini dan semua perubahun-perubahan yang
menyertainya harus didaftarkan ~epada 9rganisasl Penerbangan
Sipil Internasional r rcso i .

? END AFT A RAN

20Pasal
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,

Perjanjian ini dapat dilaksanakan pada tanggal
penandatanganannya dan secara resmi berlaku 5egera setelah
Pihak-Pihak yang mengikat Perjanjian memberi:ahukan secara
tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa
persyaratan-persyaratan yang menyangkut berlakunya suatu
perjanjian lnternaslonal telah memenuhi ketentuan nasional
masing-masing P:hak.

MULAI 8ERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 21
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Untuk Pemerintah
R'omania

Untuk Pemerintah

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa
Inggris yang diberlakukan.

Untuk menguatkannya, yang bertandatangan di bawah ini dengan
dikuasakan penuh d~ngan sah oleh masing-masing Pemerintahnya,
telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta} f::O..t~.~.IJ.9.~alam Bahasa
Indonesia, Romania dan In~~is, yang mempunyai nilai otentik
yang sama.

Salah satu Pihak yang mengikat Perjanjian sewaktu-Wc.Ktu dapat
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainn··a melalui
saluran-saluran diplomatik tentang keputusann~a untuk
mengakhlri persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut dikirimkan
juga ke Organisasi Penerbangan Sipil lnternasional.
Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan habis masa berlakunya
dalam dua belas (12) bulan sejak tanggal penerimaan
pemberitahuan itu oleh Pihak lainnya, kecuali jika
pemberitahuan untuk mengakhiri itu dicabut kembali atas
persetujuan bersama sebelum tenggang waktu tersebut habis.
Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak yang lain,
maka pemberitahuan' itu akan dianggap telah diterima empat
belas (14); hari sesudah diterimanya pemberitahuan tersebut·
oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (leAD).

PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

Pasal 22
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Have agreed as follows:

Desiring to conclude an agreement, supplementary to the sald
Convention, for the purpose ot establishing and ooerating
scheduled air services between and beyond the territorles of the
Republic of Indonesia and of Romania resoect~vely.

International C~vll
the seventh day ot

I' Being parties to the Convention on
Aviation opened tor slgnature at Chicago on
Decelnber 1944,

Indones~a and the
to as "the Contract~nQ

The Governm~nt of the Republic of
Government of Romania hereinatter reterred
Parties" ,

1

THE GOVERNMENT OF ROMANIA

AND 1

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BETWEEN1 ~I'

AIR SERVICES AGREEMENT



(g) "Carrlage of traffic" means the carrlage of passengers,
cargo and mail, in comb1natlon or separately;

cay load
of a

"Caoaclty" 1n re le t i on to an a.l.rcraftmeans the
of that a1rcraft avallable on a route or sectlon
route;

( f )

asslgneCl ':ohemln Artlcle:0rescectlvely
Conventlon;

"a1rllne"
mean1ngs
OT the

serV1ce" .
have the

(e) serVlce", "lnter-natlonal alr
"stoc for non-traftl.c curcoses"

"Alr
and

or
law
as

the
its
of

(d 1 "Terrltory" means, in the case of Indones.1a,
terrltory of tne Republic of Indonesia as defined 1n
laws and the adjacent areas over which the Recublic
indones1a has soverelgn/tv, sovere1gn r1ghts
)ur1sdlct10n 1n accordance wlth the 1nternatlonal
ano 1n the case of Romania, the territory of Roman1a
defined 1n the laws:

(c) "De-s rqoa teo alrllne" means any a1rline which has been
deslgnated ana author1~ea 1n accordance w1th Art1cle 3
of the present Agreement:

(bl "Aeronautical Authorities" means, in the case of
Romania, the Ministry of Transport - the Department of
C1Vl1 Aviatlon and in the case of the Republic of
Indones1a, the Mln.1ster 01 Communicat.1ons or, ].n both
cases, any other person or body authorized to perform
the funct.1ons exerC1sed at present by the said
authorlt1es:

(a) "Convention" means the Convention on International Civil
AV1ation, opened for Slgnature at Chicago on the seventh
dav 01 December, 1944, and includes any annex adopted
under Art1cle 90 of that Convention and any amendment of
the anneICes or 01 the Convention under Articles 90 and
94 thereof so far as these anne~es and amendments have
been adopted by botn Contract1ng Parties;

context1. For the purp05e of the present Agreement, unless the
otherwise reQuires, the e~pression:

DEFINITIONS

ARTICLE 1
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2. The headlines of each Artl.cle ot the cresent Agreement have a
reference and tacl.lity character and by no means define,
Ilmlt or describe the curpose or the lntention 01 thl.S
Agreement.

(I) "Annex" means the Annex to the cresent Agreement or a5
amended in accordance with the provisions of Articl. 19
of the present Agreement. The Annex forms an integral
part of thl.s Agreement and all references to the
Agreement shall l.nclude references to the Annex excect
where otherwl.se excressly provided.

in
the

"Agreement" means the present Agreement or as amended
accordance with the crovisions of Article 19 ot
present Agreement; and

(k)

(J) "Agreed services" means the international air 'ClerVl.ces
which can be ocerated, according to the crovl.sions of
this Agre~ment, on the scecified routes;

(i) "Specified route5" means the route. established or to be
established in the Annex to this Agreement;

(h) "Tariff" means the price or charges to be paid for the
international carriage of passenger5, baggage and cargo
and the conditions under which tho.e prices or charg.s
apply, including prices or charg •• and condition. for
agency and other aUMiliary service., but excluding
remuneration and conditions for the carriage of mail;
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~. Nothlng ln oaragraoh 2 of thlS Artlcle shall be deemed to
canter on the deslgnated alrllne of one COdntractlng Party
the rlghts 01 taking on in the territory ot the other
Contractlng Party passengers, cargo and mail carrled tor
remuneratlon or hlre and destined tor another point wlthin
the terrltorv of that other Contractlng Party (Cabotage).

to embar~ and dlsembark ln the territory of the other
Contracting Party at the pOlnts soecltled ln the Anne~
to thlS Agreement. lnternatlonai traffic ln oassengers.
cargo ana mall. In comblnatlon or seoarately.

(c)

Contractingto make stops ln the terrltory at the other
Party Tor non-traffic purposes; and

(b)

to fly wlthout l~nding across the territory at the other
Contractl.ng Party;

(a)

to the provlS1ons of this Agreement, the designated
aT each Contractlng Party shall enJoy. while
the agreed services on the specitied routes, the

rlghts:

Subject
alrll.ne
operatlng
fo I lowlng

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party
the rlghts specified in this Agreement for the purpose of
establishing and operating scheduled international air
services on the routes specified ln the Anne~ to the present
Agreement.

GRANT OF RIGHTS

ARTICLE 2
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5. The alrllne deslgnated and authorl,ed 1n accordance w1th the
provlSlons 01 oaragraohs 1 and 2 of this Article may begln at
any t1me to operate the agreed servlces, prov1ded that the
caoac1ty 15 regulated under Artlcle 5 of thls Agreement, the
schedule 1S approved in accordance with the provlSlons of
Article 7 of thlS Agreement and that tar1ffs establlshed in
accordance w1th the provlSlons of Article B of the present
Agreement are 1n force 1n respect of the agreed serVlces.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to
grant the operating author1zatlon referred to in paragraph 2
of th1S Artlcle. or to 1mpose SUCh cond1t1onS as 1t may deem
necessary on the ewerClse by the designated airllne of the
rights spec1fied in Artlcle 2 of thlS Agreement. 1n any case
where the sald Contracting Party is not sat1sfled that
suOstant1al ownerShlP and effective control of that a1rllne
are vested 1n the Contractlng Party des1gnatlng the a1rllne
or in ltS c1tlzens.

3. The Aeronaut~cal Authorltles of one Contract~ng Party may
require the designated alrl1ne of the other Contract1ng Party
to satlsfy them that 1t 1S Qualified to fulf111 the
conditions prescribed under the laws and regulat10ns normallY
and reasonaoly appl1ed to the operatlon of internat10nal a1r
services by SUCh author1t1es 1n conform1ty w1th the
provisions of the Conventlon.

2. On recelpt of ~UCh deslgnatlon. the Aeronautlcal Authorlties
of the other Contracting Party shall. sut)ect to the
provisions of paragraphs 3 and 4 of this Artlcle, grant
without delay to the airllne so des1gnated the aoproprlate
operat~ng authorlzatlon.

1. Each Contracting Party shall Kave the right to des1gnate to
the other Contracting Party an airline for the purpose 01
operating the agreed serv1ces on the specif1ed routes. Such
designat~on shall form the object of a wrltten not1f1cat1on
between the Aeronaut1cal Authorlt1es of the Contract1ng
Parties.

DESIGNATION OF AIRLINES

ARTICLE 3
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6. Each Contracting Party shall have the right. by written
notification to the other Contracting Party to withdraw the
designation of any such airline and to des~gnate another one.
Such substitution shall form the object of a written
notification between the Aeronautical Authorities of the
Contracting Parties. The newly designated airline shall have
the same rights and be subject to the same obligations as the
airline which it subst~tutes.

'- I



2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the
conditions mentioned 1n paragraoh 1 of th1S Article is
essential to prevent further lnfrlngements of laws and
regulations, SUCh rlght shall be exerClsed by eaCh
Contracting Party only after consultation w1th the other
Contracting Party, in accordance with Article 16 of the
present Agreement.

(c) in case. in the judgemen t of the former party. the
alrline otherwise falls to comely wlth the prOV1S1ons of
the present agreement.

with the
granting

in case of failure by that airline to comply
laws and regulations of the Contracting Party
those rights, or

(bl

(al in any case where lt is not satisfied that substantial
ownershlP' and effective control of that airline are
vested in the Contracting Party designatlng the airline
or in citizens of such Contracting Party; or

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an
operating authorization or to suspend temporarily the
eMercise of the rights specified in Article 2 OT the present
Agreement by the airline designated by the other Contracting
Party, or to impose such conditions as it may deem necessary
on the eMercise of those rights:

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORIZATION

ARTICLE 4
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The capaclty to be provided on the specified -ou:es sha.: ~e
agreed between the designated a1rlines of both Contr3ctin;
Part1es and approved by the Aeronautical Autnor::ies c· the
Contrac~ing Parties. Any increase of capac1ty s~all also ce
subject to agreement between the des1gnated a:rlines ane
approval of the Aeronautical Authorities of ~he Contract1n~
Parties. Pending such approval, the capacity already in forc~
sha 11 continue.

6.

(c) the requirements of through a1rllne operat:c-.

the ..:n"e:
lo c s . an::

the area wn:Ch
an to account :-e

the trafflC requ1rements of
services pass, after taking
regional alr servlces; and

(b)

the trafflC reouirements to and 1rom tne :e--lto-·
the Contractlng Party des1gnatlng the a:-!!-e:

(a)

The right of the designated airlines to carr~ :ra·fic Cetwee­
p01nts of the soec1fied routes located in tne t2rr:t:-. _
the other Contracting Party and p01nts lccate: 1n tn1':
countries shall be exercised in accordance With :~e ~e~era.
prlnc1Ples that the caoac1ty shall oe adaotec to:

5.II
II

4. The agreed serVlces provlded by the deslgnateC 31r!_-e _
eaCh Contractlng Party shall have as tne1r pr:ma'· oo:e:t:.~
~he provls1on, at a reasonaole load Tactcr, =1 ca:ac::
adequate to carry the current and reasonacl~ ant:c::ate:
requirements tor the carrlage of trafflc ~c ".: Tr:- :-e
terrltory of the other Contract1ng Party.

3. On any soecified route the caoaclty pr~v:c;?o O~ t~E
deslgnated alrline of one Contractlng Party ~~get~er w!:~ :~e
capacity proviced by the deslgnated alrl1ne 0- the :the,
Contracting Party shall be malntalnea 1n reas:-a~:E
relatlonship wlth the requirements ~t the =u~::c 1c, a:'
transport on that route.

In operating the agreed serv1ces, the des1gnatec 31rl:-e _
each Contracting Party shaJ J take i n to accoun,: :-e In:e'es:o:
of the deslgnated alrline of the other Contrac::-g Par:. 0::
as not to affect unduly the serVlces W"lC~ :he .a::e­
provides on the whole or part of the same rOute.

2.

des1;"'atec
~he agreec

There shall be tair and equal opportunity tor the
airlines of both Contracting Parties to operate
services on the specltied routes.

PRINCIPLES GovERNING OP~RATION OF AGRE~D 5EP\:CES

ART1CLE 5
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The Aeronautical Authority of either Contracting Party
shall supply to the Aeronautical Authority of the other
Contracting Party upon th@ir request such information or other
stat.m.nts of statistics as may be reasonably required for the
purpos. of r.viewing the capacity provided on the agreed services
by th. designated airlines of the Contracting Parties.

EXCHANGE OF STATISTICAL DATA

ARTICLE 6

II
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The flight schedules including the f~eQuency 01 the flights,
the days 01 ope~ations, the type of se~vices and the type of
aircra1t to be used shall be submitted by the designated airline
of each Cont~acting Pa~ties fo~ approval to the Aeronautical
Authorities 01 the othe~ Cont~acting Party s1xty (60) days before
starting ope~ations of the agreed servlces. The same p~oceoure
shall be applied in case of subseouent Changes and the prloO of
sixty (60) oays can be modified subject to the agreement of the
Ae~onautical Authorities 01 the Cont~act1ng Parties.

APPROVAL OF SCHEDULE

ARTICLE 7
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6. It the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties
cannot determine a tariff in accordance with paragraph 5 of
this Article, the dispute shall be settled in accordance with
the provisions of Article 17 of the present Agreement.

2
in
ot
of

the

It a tariff cannot be agreed 1n accordance wlth paragraph
of this Article, or if during the perlod applicable
accordance wlth paragraph 4 of th1S Article a notice
disapproval has been given, the Aeronautical Authorities
the Contracting Parties shall endeavour to determine
tariff by agreement between themselves.

5.

4. The approval of the tarlffs may be glven expressly.
However, if nelther of the Aeronautical Authoritles of the
Contracting Parties has given in writing notice of
disapproval of the proposed tariffs within th1rty (30) days
from the date of submlssion. tne tariffs concerned shall be
considered approved. In the event of the period of submission
being reduced in accordance with paragraph 3 of this Article,
the Aeronautical Authorities may agree that the perlod wlthin
which any disapproval snaIl be given be reduced accordingly.
No tarlff shall come 1nto force if e1ther Aeronautical
Authoritles has glven notice of disapproval.

3. The tariffs so agreed, shall be submltted for the approval of
the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties. at
least siwty (60) days before the proposed date of
introduction of the tarlffs. In special cases, this period
may be reduced, subject to the agreement of the Aeronautical
Authorities.

2. The tariffs shall be agreed by the designated airlines
conCerned of both Contracting Parties. Such agreement shall,
wherever Posslble. be reached by the use of the appropriate
international tar1tf co-ordination mechanism.

1. The tariffs to be applied by the designated alrline of a
Contracting Party for the agreed services cov~red by the
pre~ent Agreement shall be established at reasonable levels,
due regard being paid to all relevant factors, including
interests of users, cost ot operation, characteristic of
service. commision rate~, reasonable profit, tariffs of other
airlines. and other commercial considerations in the market­
place.

TARIFFS

ARTICLE 8



7. A tarlff established 1n accordance with the provisions of
this Article shall remain in force until the due e~piry date,
~~ any. or until a new tariff has been approved.
~~ :arlJf concerned may be e~tended beyond the orlqinal

e~Clrv date wlth the approval of the Aeronautlcal Authorities
of tne Contracting Parties. However a tariff shall not be
~~clcngeo for mere than twelve (12) months after the date on
--lC~ :t c:nep~~~~ wrulc ~a~? e.Clreo.

r
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(cl of
customs

Ca), (b) and
kept under

Materials referred to in subparagraphs
this paragraph may be reouired to be
supervision or control.

(d) cargo and baggage in direct transit. carrled by the
alrcratt of the designated airline used on lnternational
air SerV1C&S.

Cc) the aircratt stores taken on board in the territory at
the other Contracting Party within the limits tixed by
the competent authorities of the said Contracting Party,
and destlned for use on board the aircraft at the
deSignated airline operating on the internatlonal air
services;

introdu'ced
Party for
designated

the spare parts and usual airborne equipment
into the terrltory of the other Contracting
the maintenance or repair of aircratt ot the
airline used on lnternational air services:

(b)

(a) the fuel and lubricants destined to supply alrcraft of
the designated airline used on internatlonal air
serVlces. taken on board in the terrltorv of the other
Contracting Party, even when such fuel and lubricants
are used on the part of the flight performed over the
territory in whlCh they were taken on board:

and
the

2. There shall also be exempted from the same duties. fees
charges, with the ~xception of charges corresponding to
service performed:

1. Aircraft oneratec on international air ser~ices by the
eesignoted airllnes of the Contrac~lng Partles. as well as
U~lr re~ular ecu.~~ent. sucolies cf "Jel 3no lubr:cnnts.
;o~re parts and alr=raf~ s~are5, includlng food. beverages.
tobacco and o~her =roducts destined Tor sale to passengers
curing the fligh~. an board SUCh aircraft shall oe e~emcteC
from all customs Duties. inspection fees and any other duties
and charges on arriving in the territory of the other
Contracting Party. provided that such equipment. supplies and
stores remain on board the alrcratt up' to the tlme they are
re-exported.

EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

ARTICLE 9
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The regular airborne equipment as well as the materlals and
supplies retained on board the aircraft of th@ designated
airlines of either Contracting Party, may b~ unloaded in tne
territory of tne other Contractlng Party only with tne
approval 01 the customs authoritie9 of such Contractlng
Party. In such case, they may be olaced under the supervislon
01 the Sold authorities up to such time as they are re­
exported or otherwlse di~cosed of :n accordance with customs
regulations.

3.

- ,- --- --
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3. The establishment of the offices and the employment ot the
personnel referred to in paragraph 1 of thiS Article shall be
subject to the laws and regulations of the Contracting Party
concerned, such as laws and regulations relating to the
adm1ssion of foreigners and thelr stay in tne terr1tory of
the Contracting Party concerned. The personnel employed 1n
the offices according to paragraoh 1 of this Article,
however, do not reQuire a work permit.

2. The designate~ alrline of each Contracting Party shall have
the right to issue its own documents of carrlaqe on thelr own
worldwide serVlces and to advertise and promote sales in the
territory of the other Contracting Party.
Such sale~ may be effected in accordance with the laws and
regulations in force of this other Contracting Party, either
directly through their own sales offices or through sales
and/or travel agenCles. to any person, organization or body.

1. Each Contracting Party grants to the designated a1rline of
the other Contracting Party, on a reciprocal baS1S. the right
to establish and maintain in its territory office5 with
commerClal, tecnnlcal. operatlonal and admlnistrative
personnel as may be necessary for the reauirements of the
designated airllne concerned.

REPRESENTAT[ON

ARTICLE to

I
I
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3. The profit earned as a result of the operation of the
aircraft engaged in lnternatlonal traffic and the mObile
goods, that are used for operatlng the aircraft are not
taxable but only in that State where the prlncioal clace of
business or permanent residence of the designated airline is
located.

2. The transfer shall be effected in accordance wlth the
provisions of the speclal payment agreement eXlsting between
the Con tracing Parties.

1. Each Contracting Party grants to the designated airline of
the other Contracting Party the right 01 tree transfer of the
excess of receipts over expenditure, earned in 1ts territory
1n connec~ion with the carrlage of passengers, baggage, cargo
and mall by the designated alrllne of the other Contracting
Party.

TRANSFER OF EARN£NGS

~RT!CLE 11
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I~..

Any charges that may be imposed or permitted to be imposed
for using the airports and air navigation facilities 1n the
terrltory of Romanla and the terrltory of the Republic of
Indonesia resoectively, shall be levieo according to the official
level of the tarlffs estaolished by the laws and other
regulations in force 1n these States. which are aoplied to all
aircraft of the foreign airlines. that ooerate Slmilar
lnternational alr serVlces.

AfRPORT AND SIMILAR CHARGES

ARTICL£ 12
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•2. However, each Contracting Party reserves the right to refuse
to recognize. for the purpose of flights above its down
territory, certificates of compe~ency and licences granted to
its own citizens by the other Contracting Party or by any
other State.

1. Certificates of airworthiness, certificates 01 competency and
licences issued or rendered valid by one Contracting Party,
and still in force. shall be recognized as valid by the otner
Contracting Party for the purpose of operating the routes and
services provided for in the present Agreement, provided that
the reQuirements under which sucn certificates or licences
were 1s5ued or rendered valid are eQual to or above the
m1nimum standard which may be established pursuant to the
Convention.

RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

ARTICLE 13
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3. The air ways and the points of overflying the trontier of
Romania and at the Republic ot Indonesia respectively tor the
routes specified in the Annex of the present Agreement shall
be independently establiShed by each State in its territory.

2. The laws and regulations at one Contracting Party relating to
the admission to, stay in, tr~nsit through or deoarture from
its territory of passengers, crew, baggage, cargo or mail of
aircraft, including regulations relating to entry, clearance,
immigration, emigration, passports, customs, currency and
Quarantine, shall be complied wlth by or on benalt ot such
passengers, crew, baggage, cargo or mail of tne airline ot
the other Contracting Party upon entrance into or departure
trom or while within the territory of the first Contractlng
Party.

The laws and regulations of one Contracting Party relating to
the admission to. stay in or departure from its territory of
aircraft engaged in ~nternational a~r navlgation, or to the
operation and navigation of sucn aircraft while wlthin its
territory, snaIL be applied to the alrcraft of the deslgnated
airline by tn~ other Contracting Party and shall be complied
with by such aircraft upon entrance lnto or deoarture trom
and while wlthin the territory ot the first Contracting
Party.

APPLICABILITY OF LAwS AND REGULATIONS

ARTICLE 10.1



2. In the event of the conclusion of anv general multilateral
convention concerning air transoort by which both Contracting
Parties become oouno. the oresent Aqree~ent snail be amended
so as to confirm with the orovisions of such convention.

remaintorce. 1n whiCh case the Convention as amended shall
in torce tor the ouration of the present Aqr~ement.

t. To the extent to WhlCh they are apolicable to the alr
services established under the present Agreement, the
provisions 01 the Convention shall remain in force in their
present form between the Contracting Parties for the duration
of the presen~ Agreement as if they were an integral part of
the Agr~ement, unless both Contract1ng Parties ratity any
amendment to the Convention which shall have Duly come lnto

APPLICABilITY OF MULTILATERAL AIR CONVENTION

ARTICLE lS



2. Either Contracting Party may at any time request
consultation on the lnterpretation, applicatiorl or amendment
01 the present Agreement with the other Contracting Party.
Such consultatlon which may be between Aeronautical
Authorities 01 the Contracting Parties through discus~ions or
by correspondence, shall begin wlthin a periOd 01 sixty (60)
~~YS from 'he date the other Contracting Party r?ceives the
request, unless both Contractlng Partles agree to an
extension of this period.

1. In a splrit 01 close collaboratl0n, the Aeronautlcal
Authoritles 01 the Contracting Parties shall consult each
other from ti~e to time with a view to ~nsure the
imolementatlon of, and satisfactory compliance with the
provislons of the present Agreement.

CONSULTATIONS

ARTtCL£ 16
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Any dispute relating to the interpretat~on or apolication 01
the present Agreement shall be settled' by direct negotiations
between the Aeronau~ical Authorities 01 the Contracting Parties.
In ca5e when the Aeronautical Authorities fail to reach an
agreement. the Contracting Parties shall endeavour to settle the
d~spute through diplomatic channels.

SETTLEMENT OF DISPUTES

ARTICLE 17

-- - - -- -----
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4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft
may be required to observe the aviation security provisions
referred to in paragraoh 3 of this Article required by the
other Contracting Party for entry into, departUre from, or
while within the territory of that other Contracting Party.
Each Contracting Party shall ensure that adequate measures
are effectively applied within its territory to protect the
aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items,
baggage. cargo and aircraft stores prior to and during
boarding or loading.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations. act
in confirmity with the aviation security provisions
established by the International Civil Aviation Organization
and desi~nated as Anne~es to the Convention on International
Civil Aviation to the extent that such security provisions
are applicable to the Contracting Parties; they shall require
that operators of aircraft of their registry or operators of
aircraft who have their principal place of business or
permanent residence in their territory and the operators of
airports in their territory act in conformity wlth such
aviation security provisions.

2. The Contracting Parties shalf provide upon reouest all
necessary assistance to each other to prevent acts of
unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts
against the safety of such aircraft, their passengers and
crew, airports and air navigation facilities, and any other
threat to the security of civil aviation.

1. Consist~nt with their rights and obligations under
international law, the Contracting Partie~ reaffirm that
their obligation to each other to protect the security of
civil aviation against acts of unlawful interference Torms an
integral part of the present Agreement. Without limiting the
generality of their rights and obligations under
international law. the Contracting Parties shall in
particular act in conformity with the provislons of the
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on
Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963. the
Convention for the Suopression of Unlawful Seizure of
Aircraft. signed at the Hague on 16 December 1970, th~
Convention for the Suopres~ion of Unlawful Acts against the
Safety of Civil Aviatlon, slgned at Montreal on 23 September
1971, and any other convention on aviation security to whic~
both Contracting Parties shall become members.

AVIATION SECURITY

ARTICLE 18



l ,

7. Should one Contracting Party have orOblems wlth regard to the
aviation security ~r~vlsions 01 this Artlcle. the
Aeronautical Authorit:es 01 el:ner Contracting Party may
reouest immediate consultatlons wlth the Aeronautical
Authorities 01 the othe~ Contrac:ing Par~y.

6. EaCh Contracting Party shall take measures, as it may 1ind
oracticable. to ensure that an aircraft suoject to an act aT
unlawful seizure or other acts 01 unlawful interference which
has landed in the territory of the resoective State is
detained on the ground unless i:s deoarture is necessitated
by the overriding outy to orotec~ human life. Wherever
practicable. such measures shall be taken on the basis of
mutual consultations.

5. When an incident or threat of an inc:oent ~1 unlawful seizure
at civil aircratt or other unlawful ac~s agalnst the safety
ot such aircratt, thelr passengers ane crew, airports or air
navigation facilities occur3. :~e ContraC~lng Parties shall
assist each other by facllitatlng ccmmunl~ations and other
aooropriate measures intenced to :ermlnate raoidly and safely
such incident or threa: thereof.

sympathetic
Contracting
to meet a

Each Contractinq P~r:y sMal, aiso give
consideration to any reauest from the other
Party for reasonable soec:al securlty measures
particular threat.
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3. The negotiations relating to the modification of the present
Agreement or .01 its Annex shall begin wlthin a period of
sixty (60) days from the date of receipt of the request.
unless both parties agree to an extension of this period.

2. The Annex to the present Agreement may be modified by direct
agreement between the Aeronautical Authorities of the
Contrac~ing Parties and shall be confirmed by an exchange of
letters.

1. The present Agreement may be modified by the mutual agreement
of the Contracting Parties. For this purpose, eaCh
Contracting Party shall examine carefully any prooosal
pre~ented by the other Contracting Party. Any modification
agreed upon shall come into force when the Contracting
Partie5 have reciorocally notified, through diplOmatic
channels, the compliance with the formal~t~es ~eou~red by
their legislation relating to the entry in~o force of
international agreements.

AMENDMENT

19ARTICLE



The present Agreement and any amendments there~o snaIl be
registered with the Internaticnal Civil Aviat~on Organization.

REGISTRATION

ART!C:""E :=0



The present Agreement shall be applied provisionally from the
date 01 its signa~ure and shall enter into 10rce on the dat~ when
both Contracting Parties have reciprocally noti1ied, through
diolom!atic channels, the compliance wlth formalities required
by their legislation r~la~ing to the entry in~o force of
international agreements_

ENTRY INTO FORCE

~RTICLE 21



FOR THE GOVERNMENT OF
ROMANIA ;./

/' -ttc-
./r(Lr"r~·...

FOR THE GOVERNMENT OF~~N=

IN WITNESS WHEREOF, the unde~signed olenicotentiaries, being
duly authorized by thei~ respective Gove~nments. have Signed the
p~esent Agreement.

DON~~a~t.b.'l~~1 .. on th~s ~,;:~ .
day of .,·.:-....rJC..~> 1.!J (j.;'. in t ne Indonesian. Romanian and
Englisn languages, all texts being eoually authentic.
In case of any dive~gence OT ~nterDretation. the EngliSh text
shall o~evail.

Eithe~ Cont~act~ng Party may at any :ime g~ve. tnrougn
diolomlatic channels, written not~ce to the other Contracting
Pa~ty of its decision to te~minate :he p~!<'sent Agreement.. Such
notice shall be given simultaneously to the internasionaJ C~vil
Aviation organizat~on .. In SUCh case the D~esent Aq~eement shall
be terminated twelve (12) months after the date OT receipt of
the notice by the othe~ Ccntrac~ing Jarty, unless the not~ce to
terminate is withdrawn by agreement before the exoi~y of th~s
periOd. In the absence of aCknowledgement of ~eceiD~ by the othe~
Cont~acting Pa~ty. the notice shall be deemed to have been
~eceived fou~teen (14) days afte~ tne receiot OT the notice by
the International Civil AViation Organization.

TERMINATICN



1. The designated airline of each Contracting Party may, on any
or all flights, omit calling at any of the above-mentioned
points, provided that the agreed services on the route begin at
a point in the territory of the Contracting Party which has
designated the airline.

SECTION B

aeronautical
Contracting

to be agreed by the
authorities of the
Parties.

Points Further Beyond

3 (three) pointsPoints Beyond

JakartaPoint in the Republic of
Indonesia

3 (three) pointsIntermediate Points

Any pointsPoints in Romania

on which scheduled international air services
in both directions by the designated airline of

II. Routes
will be ooerated
Romanl.a:

aeronautical
Contracting

to be agreed by the
authorities of the
Parties.

Points Further Beyond

3 (three) pointsPoints Beyond

aucharestPoint in Romania

3 (three) paintsIntermediate Points

Any pointsPoints in the Republic of
Indonesia

J
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will
the

I. Routes on which scheduled international air services
be operated in both directions by the designated airline of
Repuolic 01 Indonesl'c'!:

SECTION A

ANN E X
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3. The aeronautical authorities ot the Contracting Parties may
agree upon the po~nts situated in third States where each
designated airline shall be able to take on or discharge
passengers, cargo' and mail with the destination or,
respectively, origin in the territory of the Republic of
Indonesla or in the territory of Romania.

2. The designated airline of each Contracting Party may select
any intermediate and beyond points at its choice and may change
its selection in the ne~t lATA timetable period.

I~
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